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Abstract

The Village Officials Training for the Realization of Good Village Governance Based on Information and
Communication Technology (ICT) is part of a community service initiative aimed at enhancing the capacity of
village officials to deliver efficient, transparent, and accountable public services. The program was
implemented in Mekarbuana Village, Tegalwaru District, Karawang Regency, with participants consisting of
village officials directly involved in administrative management and public service delivery. The community
engagement employed a combination of methods, including structured training, hands-on mentoring, practical
sessions on the use of the Village Information System (SID), and an evaluation of participants’ competencies
through pre-test and post-test assessments. The training materials focused on improving digital literacy,
managing administrative data using ICT tools, operating digital-based public service applications, and
utilizing the official village website as a medium for transparency and public communication. The results
demonstrated a significant improvement in participants’ technological competence and understanding. The
average comprehension score increased from 58% to 87% after the training. Most participants were able to
manage population and administrative data electronically, update public information content on the village
website, and respond to citizens’ feedback through digital platforms. The program also fostered greater
motivation among village officials to optimize ICT-based public services and to apply the principles of Good
Village Governance. This activity proves that the integration of ICT into village governance not only improves
efficiency and the quality of public services but also promotes community participation and builds a culture of
transparency and accountability at the local government level.

Keywords: digitalization; digital literacy; digital village development service; information technology; village
government.

Abstrak
Pelatihan Perangkat Desa untuk Mewujudkan Good Village Governance Berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan
kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, dengan
sasaran utama perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan
kepada warga. Metode pengabdian yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan langsung, praktik
penggunaan Sistem Informasi Desa (SID), serta evaluasi kemampuan peserta melalui pre-test dan post-test.
Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan literasi digital, pengelolaan data administrasi berbasis TIK,
pengoperasian aplikasi pelayanan publik, serta pemanfaatan website desa sebagai media transparansi dan
komunikasi dengan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada
kemampuan dan pemahaman peserta dalam penggunaan TIK. Rata-rata nilai pemahaman meningkat dari
58 % menjadi 87 % setelah pelatihan. Sebagian besar peserta telah mampu mengelola data kependudukan
dan administrasi secara elektronik, memperbarui konten informasi publik di website desa, serta
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menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara digital. Selain itu, pelatihan ini berhasil menumbuhkan
motivasi perangkat desa untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi serta memperkuat
penerapan prinsip Good Village Governance. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi TIK dalam tata
kelola desa tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong
partisipasi masyarakat serta membangun budaya transparansi di tingkat pemerintahan desa.

Kata kunci: digitalisasi; literasi digital; pengabdian pengembangan desa digital; teknologi informasi;

pemerintahan desa.

PENDAHULUAN

Keterbatasan literasi digital perangkat desa
masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan
administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa.

Banyak desa belum memanfaatkan Sistem
Informasi Desa (SID) secara optimal akibat
kurangnya pelatihan dan pendampingan

berkelanjutan, sehingga proses administrasi masih
dijalankan secara manual dan berimplikasi pada
keterlambatan layanan kepada warga [1], [2], [3],
[4], [5]. Beberapa studi menegaskan bahwa inisiatif
digitalisasi belum diikuti oleh kesiapan sumber
daya manusia dalam mengelola website desa,
aplikasi pelayanan publik, dan sistem informasi
secara berkelanjutan [6], [7], [8], [9], [10].
Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara potensi teknologi informasi dan praktik
operasional di lapangan, yang menuntut strategi
peningkatan  kapasitas  berbasis  pelatihan
terstruktur dan pendampingan riset bagi perangkat
desa [11], [12].

Transformasi digital di tingkat desa
merupakan bagian penting dari kebijakan nasional
menuju tata kelola pemerintahan desa yang
transparan, akuntabel, dan efisien melalui
penerapan e-government. Program Smart Village
dan agenda Sustainable Development Goals (SDG) 9
menekankan pentingnya infrastruktur, inovasi, dan
pemanfaatan teknologi informasi untuk
meningkatkan layanan publik [8], [13]. Rendahnya
literasi digital berpotensi memperlebar
kesenjangan layanan antara desa dan kota, sehingga
pelatihan dan pendampingan sistematis menjadi
langkah strategis untuk mempercepat adopsi e-
government serta meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas publik [3]. Dalam konteks ini, literasi
digital dan kapasitas SDM desa berperan sebagai
fondasi dalam mewujudkan Good Village
Governance yang berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat.

Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber
daya manusia perangkat desa semakin mendesak
mengingat sebagian besar belum memahami
konsep e-government dan masih kesulitan dalam
pengelolaan aplikasi pelayanan publik. Pelatihan
yang efektif harus memadukan aspek teknis,

manajerial, dan etika pelayanan publik berbasis
digital [14]. Peningkatan kompetensi ini terbukti
dapat memperbaiki kualitas layanan publik dan

memperkuat kepatuhan terhadap prosedur
administrasi [8], [13]. Pendekatan pelatihan
partisipatif =~ juga  terbukti  efektif dalam

meningkatkan kemampuan praktis perangkat desa
[15]. Untuk desa yang belum memiliki sistem digital,
pengembangan  modul pelatihan  berbasis
Knowledge Management System (KMS) desa digital
menjadi langkah penting guna memperluas adopsi
inovasi [16].

Penerapan teknologi informasi dalam
pemerintahan desa telah menjadi salah satu elemen
penting dalam mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas sebagai dua pilar utama tata kelola
pemerintahan yang baik [17], [18]. Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
memungkinkan pengelolaan data, penyampaian
informasi, serta layanan publik dilaksanakan secara
lebih efisien dan terbuka [19], [20], [21]. Melalui
penggunaan sistem informasi desa, proses
administrasi dapat terdokumentasi secara digital
sehingga mengurangi potensi kesalahan,
meningkatkan akses informasi bagi masyarakat,
dan memperkuat mekanisme akuntabilitas publik
[22], [23]. Dalam konteks pemerintahan lokal,
digitalisasi juga berperan sebagai instrumen
pemberdayaan masyarakat, di mana warga dapat
ikut mengawasi dan memberikan umpan balik
terhadap kinerja aparatur desa secara langsung
[24].

Penelitian terkini menunjukkan bahwa
keberhasilan penerapan desa pintar (smart village)
sangat dipengaruhi oleh kesesuaian teknologi
dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis
wilayah pedesaan [25]. Teknologi yang diadopsi
tanpa mempertimbangkan konteks lokal sering kali
tidak berkelanjutan dan gagal menjawab kebutuhan
masyarakat [26]. Oleh karena itu, pendekatan yang
berbasis partisipasi dan adaptasi lokal menjadi
kunci keberhasilan implementasi TIK di desa [27],
[28]. Pemahaman terhadap konteks sosial dan
kapasitas SDM lokal harus menjadi dasar dalam
setiap intervensi teknologi agar tidak hanya
berorientasi pada inovasi, tetapi juga pada
keberlanjutan sosial dan institusional [29], [30].
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Selain kesesuaian konteks lokal, dukungan
kebijakan dan infrastruktur digital juga memegang
peranan strategis dalam mempercepat transformasi
digital desa [31]. Ketersediaan jaringan internet,
perangkat keras, dan sistem pendukung berbasis
data terbukti memperkuat kesiapan teknis
perangkat desa dalam mengelola sistem informasi
secara mandiri dan berkelanjutan [32]. Dukungan
pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan
Smart Village, Satu Data Indonesia, serta penguatan
literasi digital menjadi pendorong penting bagi
akselerasi tata kelola pemerintahan desa berbasis
teknologi informasi [33]. Dengan adanya kebijakan
dan infrastruktur yang memadai, proses digitalisasi
tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi
juga memperkuat daya saing desa di era ekonomi
digital [34], [35].

Pengabdian = kepada  masyarakat ini
dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian
sebelumnya mengenai optimalisasi Good Village
Governance berbasis teknologi informasi di Desa
Mekarbuana. Program ini dirancang untuk
memperkuat kapasitas perangkat desa melalui
transfer pengetahuan yang terstruktur dan berbasis
riset. Kegiatan pelatihan dilakukan secara
komprehensif melalui metode ceramah, praktik
langsung, dan studi kasus yang relevan dengan
permasalahan faktual di lapangan [36], [37], [38].
Pendekatan  ini  tidak  hanya  bertujuan
meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa
dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID),
tetapi juga  mengembangkan  pemahaman
manajerial dan etika pelayanan publik digital.

Lebih jauh, kegiatan pengabdian ini
diarahkan untuk meningkatkan literasi digital
perangkat desa, memperkuat tata kelola

administrasi berbasis data, dan mengukur dampak
peningkatan kompetensi terhadap kualitas layanan
publik [33]. Dengan menerapkan prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga,
kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat praktik
Good Village Governance yang berkelanjutan [39].
Kontribusi utama program ini adalah memperkaya
literatur akademik dan praktik empiris dalam
bidang pengembangan desa digital serta
memberikan rekomendasi kebijakan yang sejalan
dengan pencapaian Sustainable Development Goals
(SDGs) dan agenda nasional Smart Village [40].
Melalui penguatan kapasitas SDM dan tata kelola
berbasis TIK, desa diharapkan mampu menjadi
entitas yang adaptif, mandiri, dan inklusif dalam
menghadapi tantangan digitalisasi pemerintahan
[41]. Tujuan kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan literasi digital dan kapasitas
perangkat desa dalam mengelola Sistem Informasi

Desa (SID)
Governance.

berbasis prinsip Good Village

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode yang digunakan dalam pengabdian
masyarakat ini adalah metode pelatihan dan
pendampingan langsung kepada perangkat desa di
Desa Mekarbuana. Kegiatan-kegiatan tersebut
meliputi pembuatan situs web resmi desa, pelatihan
sumber daya manusia di desa untuk meningkatkan
literasi digital mereka, serta menggitalisasi
berbagai informasi desa dan layanan publik
pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan
langkah-langkah penting dalam mewujudkan visi
desa yang memiliki kekuatan digital dan mandiri.
Adapun untuk Langkah-langkah pelatihan dan
pendampingan perangkat desa untuk mewujudkan
Good Village Government dapat dilihat pada Gambar
1 berikut.

Digitalisasi
layanan
publik di

Desa

Pelatihan
perangkat
desa

Pembuatan
situs web
resmi desa

Digitalisasi
informasi
desa

Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2025)
Gambar 1. Langkah Dan Proses Pelaksaaan
Pelatihan Perangkat Desa

Kegiatan-kegiatan ini sangat penting
karena sejalan dengan inisiatif pemerintah saat ini
untuk beralih ke era desa yang berbasis digital dan
mandiri. Penerapan E-Government dalam tata kelola
desa  merupakan langkah penting untuk
meningkatkan tata kelola yang baik dan
penyampaian layanan publik yang lebih efisien dan
efektif. Dalam upaya mengoptimalkan
pemerintahan desa yang baik berbasis teknologi
informasi dan komunikasi, sangat penting untuk
mengatasi ketidakefisienan layanan informasi yang
diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat
dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi
dan komunikasi secara tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Peningkatan Kompetensi
Pelayanan Perangkat Desa melalui Optimalisasi
Good Village Government Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi akan memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik di Desa Mekarbuana. Hasil dari
penerapan berbagai langkah-langkah tersebut
diharapkan mampu membuat perubahan signifikan
dalam tata kelola pemerintahan desa.
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Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK)

Kegiatan peningkatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan
terstruktur yang mencakup aspek teknis dan
praktis bagi perangkat desa. Materi pelatihan
meliputi pengenalan dasar-dasar literasi digital,
pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID),
penggunaan aplikasi administrasi berbasis web,
serta pengelolaan konten informasi publik di situs
resmi desa. Selain itu, peserta dilatih untuk
membuat dan memperbarui data kependudukan,
laporan keuangan desa, serta pengarsipan dokumen
secara digital. Pendampingan juga dilakukan secara
langsung oleh tim pengabdian untuk memastikan
setiap peserta mampu mengoperasikan perangkat
komputer, memahami tata kelola data berbasis
sistem, dan memanfaatkan media daring sebagai
sarana komunikasi publik.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah meningkatnya kompetensi perangkat desa
dalam mengelola data dan layanan publik secara
digital, serta tumbuhnya kemandirian dalam
penggunaan TIK untuk mendukung tata kelola
pemerintahan desa yang transparan, efisien, dan
akuntabel. Dengan kemampuan tersebut, perangkat
desa diharapkan mampu: mengelola informasi
kependudukan dan layanan administrasi secara
cepat dan akurat; menyediakan informasi publik

kemampuan

melalui website desa secara real time;
mengoptimalkan komunikasi digital dengan
masyarakat dan lembaga eksternal; serta
mengimplementasikan  prinsip Good Village
Governance melalui pemanfaatan sistem informasi
yang terintegrasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan
pelatihan berjalan efektif dan memberikan dampak
signifikan terhadap peningkatan kompetensi
peserta. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test
yang dilakukan terhadap 15 perangkat desa, terjadi
peningkatan rata-rata skor pemahaman dari 58%
menjadi 87%, yang menunjukkan adanya
peningkatan kemampuan yang substansial dalam
pengoperasian aplikasi berbasis TIK. Selain itu, hasil
observasi lapangan dan wawancara mendalam
mengindikasikan bahwa 80% peserta telah mampu
melakukan input dan pembaruan data melalui
platform SID secara mandiri, sedangkan sisanya
masih membutuhkan pendampingan lanjutan untuk
penyempurnaan administrasi digital. Para peserta
juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri
dalam menggunakan teknologi serta antusiasme
tinggi dalam mengembangkan inovasi pelayanan
publik berbasis digital di desanya.

Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2025)
Gambar 2. Antusiasme Peserta Pelatihan

Gambar 2 menunjukkan antusiasme peserta
selama kegiatan pelatihan berlangsung. Peserta
terlihat aktif mengikuti setiap sesi, mengajukan
pertanyaan, dan mempraktikkan langsung materi
yang diajarkan. Respons  positif tersebut
mencerminkan Kkeberhasilan metode pelatihan
berbasis praktik yang diterapkan dalam kegiatan
ini. Selain peningkatan keterampilan teknis,
kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan
pentingnya transformasi digital dalam tata kelola
pemerintahan desa yang lebih efektif dan
partisipatif.

Peningkatan Pengetahuan Administrasi Desa

Kegiatan peningkatan pengetahuan
administrasi desa dilakukan melalui pelatihan dan
praktik langsung mengenai tata kelola administrasi
pemerintahan berbasis digital. Materi pelatihan
difokuskan pada pengenalan sistem administrasi
modern yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Desa (SID) dan aplikasi pendukung lainnya. Peserta
dilatih untuk melakukan input, penyimpanan, dan
pembaruan data kependudukan secara elektronik;
menyusun surat-menyurat menggunakan format
digital; serta mengelola dokumen kepegawaian dan
arsip desa melalui sistem penyimpanan berbasis
cloud. Selain itu, pelatihan juga mencakup
penggunaan perangkat lunak pengolah data dan
aplikasi spreadsheet untuk mendukung
penyusunan laporan administrasi dan keuangan
desa secara efisien. Tim pengabdian memberikan
modul dan simulasi kerja yang disesuaikan dengan
kondisi administratif Desa Mekarbuana, sehingga
perangkat desa dapat langsung menerapkannya
dalam pekerjaan sehari-hari.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah meningkatnya kemampuan perangkat desa
dalam menerapkan sistem administrasi berbasis
TIK yang efisien, transparan, dan terdokumentasi
dengan baik. Melalui pelatihan ini, perangkat desa
diharapkan mampu: memahami alur Kkerja
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administrasi digital sesuai peraturan desa dan
standar pelayanan publik; mengelola data
kependudukan dan surat-menyurat menggunakan
sistem  elektronik dengan akurasi tinggi;
membangun sistem pengarsipan digital yang
mudah diakses dan aman; serta menyusun laporan
administrasi dan keuangan desa secara tepat waktu
dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan
kompetensi ini diharapkan menjadi fondasi
penguatan Good Village Governance yang
berorientasi pada efisiensi birokrasi dan
akuntabilitas publik.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan
peningkatan signifikan pada pemahaman dan
keterampilan administrasi  peserta  setelah
mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil pre-test dan
post-test yang dilakukan, terdapat peningkatan skor
rata-rata dari 60% menjadi 88% dalam kemampuan
administrasi digital. Sebanyak 85% peserta dinilai
mampu melakukan pembuatan surat resmi desa
menggunakan sistem komputerisasi dan
memanfaatkan template dokumen digital yang telah
disediakan. Sementara itu, 75% peserta telah
menguasai penggunaan SID untuk pengarsipan dan
pelacakan data penduduk secara elektronik. Selain
penguasaan teknis, peserta juga menunjukkan
peningkatan kesadaran akan pentingnya
dokumentasi digital sebagai dasar transparansi dan
akuntabilitas administrasi desa. Berdasarkan hasil
wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa,
implementasi sistem administrasi digital pasca-
pelatihan menghasilkan proses pelayanan yang
lebih cepat, pengarsipan dokumen lebih rapi, serta
pengurangan kesalahan input data hingga 40%.

Kegiatan ini  terbukti tidak hanya
meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga
mengubah pola kerja perangkat desa menuju sistem
administrasi yang lebih  profesional dan
terintegrasi. Melalui kombinasi antara pelatihan
teori, praktik lapangan, dan pendampingan
berkelanjutan, kegiatan peningkatan pengetahuan
administrasi desa di Mekarbuana menjadi langkah
penting dalam transformasi tata kelola desa menuju
desa digital yang efisien, transparan, dan adaptif
terhadap perkembangan teknologi informasi.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Kegiatan peningkatan transparansi dan
akuntabilitas dilaksanakan melalui pelatihan dan
implementasi sistem informasi publik berbasis web
di lingkungan Desa Mekarbuana. Tim pengabdian
memberikan pelatihan khusus kepada perangkat
desa mengenai konsep transparansi pemerintahan,
prinsip akuntabilitas publik, dan tata kelola data
berbasis teknologi informasi. Pelatihan mencakup
praktik pembuatan dan pengelolaan website desa,

pembaruan konten informasi publik, serta
pengunggahan data administrasi dan laporan
kegiatan secara berkala. Selain itu, perangkat desa
dilatih untuk mengelola kanal komunikasi daring,
seperti fitur aspirasi warga dan formulir digital,
sebagai sarana partisipasi serta pengawasan
masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.
Pendampingan dilakukan secara intensif untuk
memastikan bahwa setiap perangkat desa
memahami mekanisme pengelolaan informasi yang
terbuka namun tetap sesuai dengan ketentuan
perlindungan data publik.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah terbentuknya sistem pemerintahan desa
yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui
pemanfaatan TIK. Melalui kegiatan ini, perangkat
desa diharapkan mampu: menyediakan akses
informasi publik secara daring dan real time melalui
website resmi desa; meningkatkan keterbukaan
data administrasi, program pembangunan, dan
laporan keuangan; menerapkan standar
akuntabilitas dengan dokumentasi digital yang
dapat diaudit; serta membangun mekanisme
komunikasi dua arah dengan masyarakat desa
melalui kanal digital. Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas ini diharapkan dapat memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
dan menjadi pondasi bagi praktik Good Village
Governance yang berkelanjutan.

"o
[~-3

DESA MEKARBUANA

Kec. Tegalwaru Kab. Karawang

Status COVID-19

o e e

Artikel Terkini
BOLmO= @S

Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2025)
Gambar 3. Tampilan Desa Mekarbuana

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa
penerapan sistem informasi publik digital
memberikan dampak positif terhadap keterbukaan
pemerintahan desa. Gambar 3 menampilkan
tampilan website resmi Desa Mekarbuana yang
dikembangkan selama kegiatan pelatihan. Situs
tersebut memiliki desain yang modern dan mudah
digunakan dengan empat menu utama—Beranda,
Profil Desa, Pelayanan Publik, dan Berita Desa—
yang memudahkan masyarakat memperoleh
informasi terkait kegiatan pemerintahan dan
pembangunan desa. Berdasarkan hasil observasi
dan survei kepada peserta pelatihan, 90 %
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perangkat desa mampu mengelola dan
memperbarui konten informasi di website secara
mandiri, termasuk publikasi berita kegiatan,
pengumuman program, dan laporan penggunaan
anggaran desa. Data kunjungan situs meningkat
sebesar 65 % dalam dua bulan setelah peluncuran,
menunjukkan meningkatnya minat masyarakat
dalam mengakses informasi desa. Selain itu, hasil
wawancara dengan warga menunjukkan adanya
peningkatan kepuasan terhadap keterbukaan
informasi publik, dengan 78 % responden
menyatakan lebih mudah memperoleh data
mengenai  pelayanan dan  kegiatan desa
dibandingkan sebelum pelatihan dilakukan.

Kegiatan ini juga berhasil memperkuat
budaya akuntabilitas di lingkungan perangkat desa.
Setiap kegiatan administrasi dan keuangan Kkini
terdokumentasi secara digital, memungkinkan
proses audit internal dilakukan dengan lebih efisien.
Laporan hasil pelatihan menunjukkan bahwa
penerapan sistem transparansi digital menurunkan
waktu pengolahan laporan keuangan hingga 40 %
dan mengurangi kesalahan input data. Dengan
adanya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan
informasi publik, Desa Mekarbuana menjadi contoh
implementasi nyata dari pemerintahan desa yang
terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Peningkatan Partisipasi Warga

Kegiatan peningkatan partisipasi warga
dilaksanakan melalui pelatihan komunikasi digital
dan pendampingan penggunaan media berbasis TIK
sebagai sarana interaksi antara pemerintah desa
dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, perangkat desa
dilatih untuk mengelola kanal komunikasi daring,
seperti forum diskusi desa, chat group resmi, media
sosial, dan fitur aspirasi warga pada website desa.
Selain pelatihan teknis, dilakukan juga sosialisasi
tentang tata cara menampung, menindaklanjuti, dan
mendokumentasikan aspirasi masyarakat secara
digital agar setiap usulan dan keluhan warga dapat
diterima serta direspons dengan cepat dan
transparan. Tim pengabdian turut memfasilitasi
simulasi forum komunikasi publik melalui media
daring untuk memperkenalkan mekanisme two-
way communication antara pemerintah desa dan
masyarakat.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah meningkatnya Kketerlibatan warga dalam
proses pembangunan dan pengambilan keputusan
di tingkat desa melalui pemanfaatan TIK. Secara
khusus, kegiatan ini ditujukan agar perangkat desa
mampu: menyediakan ruang komunikasi digital
yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh
lapisan masyarakat; mengelola forum diskusi dan

aspirasi warga secara profesional; memperkuat
transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi
hasil rapat dan tindak lanjut usulan warga secara
daring; serta menumbuhkan budaya partisipatif di
mana masyarakat merasa memiliki tanggung jawab
bersama terhadap kemajuan desa. Melalui
mekanisme komunikasi yang terbuka, pemerintah
desa diharapkan mampu membangun kepercayaan
publik dan memperkuat hubungan sosial yang
konstruktif antara aparat desa dan masyarakat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan
ini berhasil meningkatkan Kkesadaran dan
keterlibatan warga dalam pembangunan desa.
Berdasarkan data monitoring dan wawancara
dengan perangkat desa, terjadi peningkatan rata-
rata 70 % dalam jumlah warga yang memberikan
masukan melalui kanal digital setelah peluncuran
fitur aspirasi daring di website desa. Selain itu,
tingkat partisipasi dalam rapat desa meningkat dari
45 % menjadi 78 % setelah pelatihan komunikasi
digital dilakukan. Hasil survei kepuasan masyarakat
menunjukkan bahwa 82 % responden merasa lebih
mudah menyampaikan pendapat dan keluhan
kepada pemerintah desa dibandingkan sebelum
adanya pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa
pelatihan TIK tidak hanya meningkatkan kapasitas
perangkat desa, tetapi juga menciptakan perubahan
sosial berupa partisipasi warga yang lebih aktif dan
sadar terhadap pentingnya keterlibatan mereka
dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan kegiatan ini juga berdampak
pada penguatan praktik Good Village Governance
yang berbasis partisipasi dan kolaborasi. Warga kini
dapat berperan langsung dalam perencanaan dan
evaluasi pembangunan melalui kanal digital yang
terintegrasi, sementara perangkat desa dapat
mengelola masukan masyarakat sebagai dasar
penyusunan program prioritas desa. Dengan
demikian, peningkatan partisipasi warga melalui
pemanfaatan TIK tidak hanya memperkuat kualitas
tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga
membangun ekosistem digital yang inklusif,
transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan
bersama.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan
publik dilaksanakan melalui pelatihan intensif
tentang penerapan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) dalam sistem pelayanan
administrasi desa. Pelatihan difokuskan pada
peningkatan kemampuan perangkat desa dalam
menggunakan aplikasi pelayanan berbasis digital,
seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan layanan
surat menyurat otomatis, serta sistem pelaporan
kegiatan desa secara daring. Peserta juga diberikan
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pelatihan tentang manajemen waktu pelayanan,
etika komunikasi publik, dan strategi penanganan
keluhan masyarakat melalui kanal digital. Dalam
sesi pendampingan, tim pengabdian membantu
perangkat desa mengidentifikasi permasalahan
layanan yang sering terjadi, lalu merancang solusi
berbasis TIK untuk mempercepat proses pelayanan,
seperti digitalisasi arsip, pembuatan formulir
elektronik, dan pemanfaatan dashboard monitoring
untuk pelacakan permohonan warga secara real
time.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah terwujudnya sistem pelayanan publik yang
cepat, akurat, transparan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini,
perangkat desa diharapkan mampu:
mengoperasikan aplikasi pelayanan publik berbasis
TIK secara mandiri; menerapkan prinsip efisiensi
dan akuntabilitas dalam proses administrasi;
menyediakan akses layanan publik yang mudah
dijangkau masyarakat; serta meningkatkan
kepuasan warga terhadap pelayanan pemerintahan
desa. Dengan optimalisasi Good Village Governance
berbasis TIK, diharapkan setiap layanan
administrasi di Desa Mekarbuana dapat berjalan
dengan standar pelayanan minimal yang terukur,
efisien, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan
ini memberikan dampak positif yang signifikan
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di
Desa Mekarbuana. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara dengan perangkat desa, waktu
penyelesaian pelayanan administrasi mengalami
penurunan rata-rata dari dua hari menjadi kurang
dari satu hari kerja setelah penerapan sistem digital.
Data survei kepuasan masyarakat yang dilakukan
pasca pelatihan menunjukkan peningkatan tingkat
kepuasan dari 72 % menjadi 91 % terhadap
kecepatan dan keakuratan layanan administrasi.
Sebanyak 87 % peserta pelatihan menyatakan telah
mampu mengoperasikan sistem pelayanan berbasis
TIK tanpa pendampingan, dan 80 % warga
mengakui kemudahan akses layanan melalui sistem
digital yang diterapkan. Selain itu, dokumentasi
pelayanan kini tersimpan secara terpusat di server
desa, sehingga memudahkan proses audit dan
pelaporan kepada pemerintah daerah.

Implementasi Good Village Governance di
Desa Mekarbuana juga didukung oleh sikap terbuka
dan responsif dari aparat desa. Pemerintah desa
menunjukkan komitmen kuat dalam menerima ide
baru dan menerapkan inovasi digital untuk
peningkatan layanan publik. Keterbukaan ini
memungkinkan terjadinya kolaborasi antara
perangkat desa, warga, dan pihak eksternal, yang
mempercepat proses adopsi TIK dalam tata kelola

pemerintahan. Respons positif dari masyarakat juga
terlihat melalui peningkatan interaksi warga
dengan  sistem  pelayanan daring serta
meningkatnya pelibatan masyarakat dalam evaluasi
pelayanan publik. Hasil ini membuktikan bahwa
penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik berbasis TIK mampu mewujudkan kualitas
layanan yang lebih baik, profesional, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh
kegiatan pelatihan dan pendampingan, penerapan

Good Village Governance berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) di Desa
Mekarbuana terbukti memberikan dampak

signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan desa dan pelayanan publik. Kegiatan
pelatihan TIK berhasil meningkatkan kompetensi
perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi
digital, mengelola data kependudukan, serta
menerapkan sistem administrasi dan pelayanan
publik berbasis teknologi. Evaluasi menunjukkan
peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata 58
% menjadi 87 % setelah pelatihan, menandakan
efektivitas kegiatan dalam memperkuat literasi
digital aparatur desa.

Dalam aspek administrasi, perangkat desa
menunjukkan  kemajuan  substansial dalam
penyusunan surat-menyurat, pengelolaan arsip,
dan pelaporan digital. Penerapan sistem
administrasi berbasis TIK mampu mengurangi
kesalahan input data hingga 40 % serta
mempercepat proses pelayanan dari dua hari
menjadi kurang dari satu hari kerja. Sementara itu,
peningkatan transparansi dan akuntabilitas
terwujud melalui pengelolaan website Desa
Mekarbuana yang menampilkan informasi publik
secara real time. Data kunjungan situs meningkat
sebesar 65 % dan 78 % warga menyatakan lebih
mudah  memperoleh  informasi  pelayanan
dibandingkan sebelumnya.

Partisipasi warga juga meningkat secara
nyata setelah pelatihan. Aktivitas warga dalam
forum digital, aspirasi daring, dan rapat desa
mengalami  peningkatan rata-rata 70 %,
menunjukkan bahwa masyarakat mulai terlibat
aktif dalam pengawasan serta perencanaan
pembangunan desa. Tingkat kepuasan publik
terhadap pelayanan desa turut mengalami
peningkatan signifikan, dari 72 % menjadi 91 %,
setelah sistem pelayanan digital diterapkan secara
penuh. Hasil ini membuktikan bahwa integrasi TIK
tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi
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juga memperkuat interaksi sosial dan kepercayaan
antara pemerintah desa dan masyarakat.

Penerapan Good Village Governance berbasis
TIK di Desa Mekarbuana dapat dijadikan model
praktik baik (best practice) dalam transformasi
digital pemerintahan desa. Program ini berhasil
menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien,
transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Keberhasilan kegiatan ini juga memperlihatkan
pentingnya dukungan Kkebijakan, infrastruktur
digital, serta pelatihan berkelanjutan agar desa
mampu beradaptasi terhadap perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk keberlanjutan program, disarankan
agar pemerintah desa melaksanakan pelatihan
lanjutan secara periodik, memperluas kolaborasi
dengan perguruan tinggi, serta mengembangkan
sistem monitoring berbasis indikator kinerja digital.
Upaya tersebut akan memperkuat fondasi tata
kelola desa yang baik, inklusif, dan berorientasi
pada pembangunan berkelanjutan sesuai dengan
tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
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